SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

Menimbang

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan
tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Tengah dalam mewujudkan
Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton
Tengah perlu adanya langkah - langkah perbaikan
dan pembenahan guna mengatasi berbagai
hambatan, baik yang bersifat internal maupun
eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual
maupun potensial;

b. Bahwa dalam mengantipasi berbagai potensi
hambatan tersebut perlu adanya pendekatan
berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan Pasal
13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buton Tengah tentang Pembentukan Struktur
Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buton Tengah;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor
4890);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupatan/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupatan/Kota;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUTON TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH.
Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah sebagaimana
tercantum pada lampiran I Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Struktur Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum
dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 3 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd
LA ODE ABDUL JINANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR
13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUTON TENGAH.

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

PERAN NAMA JABATAN
La Ode Abdul Jinani Ketua

Darwin Anggota
e e Karlianus Poasa Anggota
Pemilik Risiko . e Anggota
Masurin Anggota

Andi Agusaling Sekretaris

Koordinator Syahrun Kepala Sub Bagian

Pengelola Risiko

Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Pengelola Risiko | Eko Suhardiono Prasetyo Staf Sub Bagian Teknis
Pekra Hardi Pongrekun Penyelenggaraan Pemilu
Wa Ode Nurwasda dan Hukum
Koordinator Syahrul Kepala Sub. Bagian
Pengendalian Partisipasi, Hubungan
Intern Masyarakat dan SDM
Agen Risiko Rasiun Naefu Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Data dan
Informasi
Hendra Gapur Jufri Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum dan
Logistik
Erna Dian Staf
Sitti Risda Staf
Alva Reza Febrian Staf
Dini Fadilah Staf
Muhammad Kabir Sana Staf
La Atnan Staf
Andi Khairul Baits Said Staf
Nurilman Ilyas Staf
Iskandar Staf
Rafiah Staf
Suhendra Staf
Ali Idris Siarkanasa Staf
Nanang Kosim Staf
Nasir Staf
L.M Ma'Riap Saba Staf
Rifan Cahyadi Staf

Nani Tanjriani Staf




